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out using a thematic analysis approach. The results show
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crucial in efforts to prevent and divert juvenile crime.
Committee empowerment and diversion strategies must
continue to be improved so that children in conflict with
the law can continue their education with a better future.

PENDAHULUAN

Salah satu hasil dari otonomi pemerintah secara umum dan otonomi pendidikan secara
spesifik adalah pendirian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai forum partisipasi
masyarakat dalam sektor pendidikan. Itulah sebabnya mengapa penyelenggaraan
pemerintahan secara umum dan khususnya dalam pendidikan harus mengikutsertakan
partisipasi masyarakat. Selanjutnya,implementasi otonomi daerah di sektor pendidikan juga
telah menghasilkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) atau school-based
management (SBM). Salah satu aspek utama dalam MBS adalah keterlibatan orang tua dan
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masyarakat dalam merumuskan aturan, program, dan kegiatan sekolah. Pendirian Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah didasarkan pada landasan teori yang kokoh. Beberapa
penelitian telah menguji pentingnya pelibatan parastakeholder ini dalam pencegahan
kenakalan remaja di sekolah (Agarwal, 2018; Eddy &Poehlmann-Tynan,2019).

Sebagai misal, Mwangangi, (2019) menemukan bahwa ada beberapa faktor keluarga
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kriminal anak-anak. Faktor-faktor ini
melibatkan sikap orang tua, tingkat koherensi dalam keluarga, tindakan kekerasan fisik, dan
keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak yang rendah. Terdapat juga faktor-faktor di
luar keluarga yang memiliki pengaruh terhadap perilaku kenakalan remaja, termasuk
kegagalan sistem peradilan anak, kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas,
penyalahgunaan narkoba, dan faktor genetik. Karena paparan sekolah intensif dan
berkepanjangan anak-anak, bersama dengan pentingnya sekolah untuk sosialisasi, dan
kontrol sosial, yang berperan penting dalam membentuk orientasi dan perilaku kriminal
selama masa muda dan dewasa (Barger et al., 2019). Dalam mempromosikan prestasi di
tingkat sekolah dasar dan menengah, peran penting keluarga, hubungan keluarga-sekolah,
dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan telah disorot (Hill & Tyson, 2009).

Pelibatan orangtua, dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pembelajaran,
pengaruhnya sangat besar. salah satunya adalah upaya pencegahan terjadinya kenakalan
remaja (Zulkifli, 2015; Susanto et al., 2020).Banyaknya siswa remaja yang melanggar
peraturan dan kedisiplinan di sekolah bahkan terlibat dalam tindakan kriminalitas dan
mengarah ke prilaku menyimpang (Al Amin et al., 2019). Dalam konteks kasus pidana yang
melibatkan anak, Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur penanganan
kasus anak,terutama ketika anak tersebut menjadi pelaku kejahatan. Perlunya aturan
khusus ini muncul karena pentingnya memberikan perlindungan hukum yang berbeda bagi
anak-anak, yang harus dikhususkan dari tindakan kriminal yang dikerjakan orang dewasa
atau yang memiliki kapasitas hukum. Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2011
merupakan revisi dari UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah ditiadakan.
Menurut Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak,anak yang dimaksud dalam undang-undang ini
adalah individu yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia
18 (delapan belas) tahun,dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Prinsip inti dalam sistem
peradilan anak adalah penekanan pada keadilan restoratif, yang menginvolvasi individu
yang terlibat, individu yang terkena dampak, keluarga mereka, dan pihak lain yang relevan
dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil yang menitikberatkan pada pemulihan
kondis semula, bukan hukuman. Sehubungan dengan ini, konsep diversi muncul dalam
kerangka UU Peradilan Anak.

Permasalahan yang dihadapi oleh SMA N 5 Surakarta, masih banyaknya siswa/siswi
yang tidak memahami bentuk kenakalan remaja dan proses penyelasaian jika anak
berhadapan dengan hukum. Serta pembentukan dan pemberdayaan Komite dalam strategi
diversi pada anak. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi remaja dan pemberdayaan
Komite diharapkan anak yang bermasalah dengan hukum dapat tetap melanjutkan
Pendidikan dan mempunyai masa depan yang panjang dan tidak merugikan lebih banyak
pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Faktor-faktor dari lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga dapat
mempengaruhi perilaku kriminal anak-anak. Sikap orang tua, tingkat koherensi keluarga,
dan kekerasan fisik adalah faktor penting dalam membentuk orientasi dan perilaku kriminal
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selama masa remaja. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua,dewan pendidikan, dan komite
sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan
dalam upaya mencegah kenakalan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peran Komite Sekolah dan Guru dalam
upaya diversi dalam kejahatan anak di SMA N 5 Surakarta. Pemberdayaan berbasis komite
sekolah digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu atau
kelompok yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Komite
Sekolah, guru, orang tua, dan siswa untuk mengeksplorasi pandangan,sikap, dan
pengalaman mereka mengenai diversi.
B.Metode

Pemberdayaan berbasis komite sekolah digunakan sebagai objek pemberdayaan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberdayaan berbasis komite sekolah ini
bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dari sudut pandang yang
lebih mendalam terkait kenakalan remaja dan program diversi anak, dengan menekankan
pada interpretasi dan pemahaman makna dari perspektif individu atau kelompok yang
terlibat dalam fenomena tersebut. Dalam konteks pemberdayaan Komite Sekolah dan Guru
dalam rangka diversi pada pidana anak di SMA N 5 Surakarta,pemberdayaan berbasis
komite sekolah akan membantu dalam menggali pemahaman lebih mendalam tentang
peran Komite Sekolah dan Guru dalam mencegah dan menangani kenakalan remaja serta
upaya-upaya diversi yang dilakukan dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan
hukum. Dalam pengumpulan data, pemberdayaan berbasis komite sekolah melibatkan
wawancara dengan anggota Komite Sekolah, guru, orangtua, dan siswa untuk memahami
pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait dengan peran Komite Sekolah dan Guru
dalam upaya diversi pada pidana anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
pemberdayaan berbasis komite sekolah dapat memberikan wawasan yang mendalam dan
holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan anak, peran Komite Sekolah
dan Guru dalam pencegahan kenakalan remaja, serta efektivitas diversi pada anak-anak
yang berhadapan dengan hukum.Hasil pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi dasar
untuk mengembangkan strategi pemberdayaan yang lebih baik bagi Komite Sekolah dan
Guru dalam mendukung proses diversi pada pidana anak di SMA N 5 Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Menurut Raberi et al., (2020), komite sekolah adalah sebuah entitas independen yang
tidak memiliki keterkaitan dengan sekolah atau lembaga pemerintah lainnya. Komite
sekolah dan sekolah keduanya memiliki otonomi,namun mereka menjalin kemitraan
berdasarkan kerja sama. Komite sekolah adalah entitas masyarakat yang berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas sekolah (Helmi, 2018). Mengenai masalah tersebut, komite
sekolah diizinkan untuk mengumpulkan sumber pendanaan guna meningkatkan kualitas
layanan pendidikan di sekolah. Ini tugas Komite Sekolah sebenarnya oleh Kemendikbud.

Menurut Herwan et al., 2018),Komite Sekolah adalah entitas yang berperan sebagai
forum resmi untuk menggali dan mengkaji isu-isu yang terkait dengan pendidikan di unit
pendidikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 044/U/2002 (Kepmendiknas)tentang Komite Sekolah. Menurut
Kepmendiknas No0.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite
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sekolah merupakan sebuah entitas independen yang memiliki peran penting dalam
menggabungkan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu,
pemerataan,dan efisiensi manajemen pendidikan di berbagai jenis satuan pendidikan, mulai
dari pendidikan pra-sekolah hingga pendidikan dalam dan luar sekolah. Ini dilakukan
dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Sebagai forum untuk menghimpun aspirasi dan inisiatif dari masyarakat guna
membentuk kebijakan operasional dan program pendidikan yang diterapkan di
Lembaga pendidikan

b. Memperkuat keterlibatan dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan
yang diterapkan di Lembaga pendidikan.

c. Menciptakan lingkungan yang jelas, terukur, dan partisipatif dalam pelaksanaan
pendidikan yang bermutu di lembaga pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Permendikbud) No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite sekolah didefinisikan
sebagai sebuah badan mandiri yang terdiri dari orang tua/wali peserta didik, tokoh
masyarakat, dan anggota komunitas sekolah yang memiliki kepedulian terhadap bidang
pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan Indonesia, tugas dari Komite Sekolah adalah
memberikan kontribusi dalam proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di
satuan pendidikan serta memberikan pertimbangan dan nasihat dalam perannya sebagai
lembaga pendukung. Dalam konteks ini, Komite Sekolah bisa berperan sebagai pihak yang
memberikan dukungan, dalam hal dukungan finansial, kontribusi pemikiran,maupun
kontribusi tenaga yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan Lembaga
pendidikan. Tak hanya itu, Komite Sekolah juga memiliki peran sebagai lembaga pengendali
yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
Pendidikan dan hasilnya di satuan pendidikan.Pada akhirnya, peran Komite Sekolah adalah
menjadi penghubung (mediator)antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan
pendidikan. Sebagai kesimpulan,peran Komite Sekolah mencakup: merangsang minat dan
komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan berkualitas; berkolaborasi
dengan berbagai pihak seperti individu, organisasi, dunia usaha, dan industri dalam
mendukung pendidikan berkualitas; mengumpulkan dan mengevaluasi ide,aspirasi,
tuntutan, dan kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;berikan saran,
pertimbangan, dan saran kepada satuan pendidikan tentang berbagai aspek pendidikan;
dorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu dan akses
pendidikan; mengumpulkan sumber daya keuangan dari masyarakat untuk mendukung
mengawasi pendidikan di lembaga pendidikan;serta mengevaluasi dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan, program, dan hasil pendidikan di lembaga pendidikan. Peran Komite
Sekolah dalam mencegah dan mengalihkan kejahatan remaja memiliki dampak yang sangat
luas dalam menjaga keamanan dan masa depan generasi muda. Dengan meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat,Komite Sekolah berperan sebagai agen perubahan
yang proaktif dalam mengedukasi orang tua, anggota masyarakat, dan siswa tentang bahaya
kejahatan remaja. Ini dilakukan melalui beragam kegiatan seperti program
sosialisasi,seminar, dan diskusi yang menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya
mencegah tindakan kriminal di kalangan remaja. Selanjutnya, peran Komite Sekolah dalam
menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung merupakan upaya konkret
untuk melindungi siswa dari potensi bahaya kejahatan.Kolaborasi dengan pihak sekolah dan
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guru dalam menciptakan lingkungan yang terawat dan kebijakan yang berfokus pada
keselamatan siswa menjadi langkah penting dalam menciptakan tempat belajar yang aman.

Dalam konteks diversi, Komite Sekolah berperan sebagai penghubung penting antara
lembaga hukum dan masyarakat sekolah. Pengembangan program diversi yang efektif
membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak,dan Komite Sekolah memainkan
peran strategis dalam menyatukan elemen-elemen ini untuk mendukung pemulihan anak-
anak yang terlibat dalam kejahatan.Selain itu, melalui pendidikan dan pembinaan, Komite
Sekolah membantu siswa memahami implikasi dari perilaku kriminal dan pentingnya
membangun karakter yang kuat. Ini membekali mereka dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan menghindari
perilaku berisiko. Melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anak adalah pendekatan
yang holistik. Dengan melibatkan orang tua, Komite Sekolah menciptakan lingkungan yang
mendukung di rumah dan di sekolah, yang membantu anak-anak tumbuh menjadi individu
yang bertanggung jawab dan terhindar dari perilaku kriminal. Ketika semua peran ini
digabungkan, Komite Sekolah berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan
lingkungan yang aman, mendukung,dan positif bagi anak-anak, sehingga mereka memiliki
peluang terbaik untuk tumbuh dan berkembang tanpa terlibat dalam kejahatan.

2). Diversi Anak di Sekolah

Praktek diversi modern menelusuri asal-usulnya di Amerika Serikat dengan kemunculan
Komisi Presiden tentang Penegakan Hukum dan Administrasi Peradilan (President's
Commission on Law Enforcement and Administration of Justice) (Gibbons & Blake, The
Challenge of Crime in a Free Society,1967).Menurut Schwalbe et al.,, (2012), Komisi ini
menganjurkan penciptaan saluran formal untuk menghapus pelanggar status dan pelanggar
pertama kali dari proses peradilan anak tradisional. Awalnya, program diversi disusun untuk
meminimalkan efek pelabelan yang terkait dengan kecenderungan menyinggung (Lundman,
1976). Program diversi mulai dari program peringatan-dan-pelepasan berintensitas rendah
hingga program psikososial kompleks yang melibatkan psikoedukasi dan terapi ditawarkan
kepada pelanggar usia muda sebagai pengganti proses pengadilan formal, memungkinkan
mereka untuk menghindari stigma kriminogenik yang diberi label 'nakal'.

Dalam konteks peradilan anak, tulis Traci Schlesinger, (2018),diversi bisa berarti dua
hal. Diversi informal (informal diversion) meliputi keputusan petugas kepolisian untuk
memperingatkan dan membebaskan, keputusan petugas percobaan untuk tidak melaporkan
pelanggaran, keputusan kejaksaan untuk tidak menuntut, dan keputusan hakim untuk
menghentikan kasus. Diversi informal membuat remaja keluar dari sistem, membiarkan
mereka tetap di rumah, dan tidak meminta lebih jauh dari mereka. Selanjutnya, diversi
formal (informal diversion)mencakup keputusan oleh pekerja penerima, termasuk polisi,
petugas sumber daya sekolah, petugas percobaan, dan kadang-kadang jaksa atau hakim,
untuk mengalihkan kasus dari proses pengadilan formal ke program yang menyediakan
layanan tetapi juga menyertakan persyaratan.

Saat ini, praktisi peradilan anak menggunakan istilah diversi untuk mengartikan dua
hal: diversi keluar dari sistem (sering kali disebut diversi informal), dan diversi ke program
dengan persyaratan dan layanan (atau diversi formal). Meskipun kedua bentuk diversi
membantu remaja menghindari proses pengadilan,hukuman, dan pengurungan yang aman,
diversi informal melakukannya tanpa ketentuan lebih lanjut. Diversi formal mengharuskan
pemuda untuk menyelesaikan program berbasis masyarakat secara umum dengan
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persyaratan yang ditetapkan (Schlesinger,2018).

Diversi, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun
2012 tentang Peradilan Anak, merujuk pada penyelesaian masalah yang melibatkan anak
dengan cara yang tidak melibatkan proses peradilan pidana,tetapi dilakukan di luar ranah
peradilan pidana (Hafrida, 2019). Terkait dengan regulasi tersebut, dibutuhkan suatu
prosedur istimewa dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak yang pada awalnya
adalah kasus pidana, namun tidak melalui tahap-tahap pengadilan biasa, tetapi melalui
mekanisme yang berbeda (Hardjaloka, 2015). Ini diterapkan karena perbuatan pidana yang
dilakukan oleh seorang anak tidak selalu mencerminkan kesalahan mutlak dari anak
tersebut. Ini disebabkan oleh anggapan bahwa anak belum memiliki kemampuan
sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas tindakan hukumnya. Ini mengacu pada kapasitas
anak untuk memahami dan memenuhi hak serta kewajibannya. Di samping itu,kondisi anak-
anak memiliki usia yang relatif muda dan masa depan yang panjang di depan mereka, serta
mengingat efek negatif penahanan di penjara, tindakan ini dianggap tidak akan memberikan
solusi yang memadai untuk masalah ini.Bahkan, hal ini dapat lebih merugikan, terutama
dalam hal kesejahteraan mental anak pelaku. Hal inilah diperlukan pemberdayaan komite
dalam mengambil peran untuk mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dewan
komite Bersama sekolah berupaya untuk memberikan penyelasai hukum secara diversi
dengan harapan menjadikan pembaharuan hukum dalam perkara anak.

Pengenalan istilah "anak yang menghadapi masalah hukum" dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) Indonesia menggambarkan pendekatan yang sangat berbeda dalam
menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini mencerminkan
perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemulihan anak-anak, yang sangat penting
untuk memahami mengapa peran SPPA begitu vital. Salah satu contoh kasus yang
mengilustrasikan konsep ini adalah ketika seorang anak menyerang temannya dengan
senjata tajam.Dalam kasus ini, anak yang melakukan penyerangan tersebut dianggap
sebagai "anak yang terlibat dalam konflik hukum.”" Ini mencerminkan fokus pada
pemahaman bahwa anak tersebut mungkin memiliki masalah atau konflik yang lebih dalam
yang mendorong perilaku tersebut, dan pendekatan hukumnya akan berfokus pada
pemulihan dan perubahan perilaku daripada hukuman berat. Sebaliknya,anak yang menjadi
korban penusukan disebut sebagai "anak korban." Ini menggarisbawahi perlunya
perlindungan dan pemulihan anak korban, serta pentingnya mengidentifikasi dan
mengatasi akar penyebab tindakan kekerasan tersebut.

Perilaku tidak patuh atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak bisa
sangat beragam, seperti yang terjadi dalam kasus penggunaan narkotika.Anak-anak sering
tergoda untuk mencoba narkoba karena tekanan sosial atau keinginan untuk terlihat
"kekinian." Namun, penting untuk memahami bahwa anak-anak ini juga dapat dianggap
sebagai "anak yang menghadapi masalah hukum." Dalam hal ini, pendekatan yang diambil
tidak hanya tentang menyalahkan mereka tetapi juga memberikan bimbingan, pendidikan,
dan dukungan yang diperlukan untuk menghindari jatuh lebih dalam ke dalam dunia
narkoba yang berbahaya. Jadi, konsep "anak yang menghadapi masalah
hukum"mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan anak-anak yang
melanggar hukum, dengan penekanan pada rehabilitasi, pemulihan, dan pemahaman
mendalam tentang akar masalah yang mendorong perilaku mereka.Hal ini merupakan
langkah positif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat
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dalam pelanggaran hukum.

Ancaman sanksi yang lebih rendah terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak
pidana dapat menjadi celah bagi para pedagang narkoba yang tak bermoral untuk
memanfaatkan mereka sebagai alat pengiriman narkotika. Ini menciptakan situasi yang
sangat ironis, di mana para bandar narkoba bahkan tidak segan-segan melibatkan anak-
anak yang berusia sekolah dasar, yang pada dasarnya belum memiliki pemahaman yang
cukup tentang bisnis berbahaya ini, sebagai kurir untuk mengantarkan narkotika kepada
konsumen mereka. Terkadang, para pengedar narkoba bahkan menyembunyikan narkotika
dalam bentuk permen dan mendistribusikannya di kalangan pelajar di sekolah. Saya ingin
menggambarkan insiden nyata yang saya saksikan yang melibatkan tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh seorang anak yang akan kita sebut sebagai "Kumbang." Kumbang
diduga terlibat dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan dan sanksi yang diatur
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Kejadian ini mengungkapkan bagaimana anak-anak,yang pada hakikatnya harus dilindungi
dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, seringkali
dieksploitasi oleh para penjahat untuk keuntungan mereka sendiri, terutama dalam konteks
peredaran narkoba yang berbahaya.

Kasus Kumbang adalah contoh yang memperlihatkan kompleksitas dalam penanganan
anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya terkait narkotika. Dalam kasus ini,
Kumbang ditemukan positif menggunakan sabu,tetapi latar belakang kejadian ini sangat
tragis. Ayahnya sendiri yang memberikan dan memaksa Kumbang untuk menggunakan
sabu, mengungkapkan betapa berbahayanya anak-anak yang terjerumus dalam peredaran
narkoba karena pengaruh lingkungan mereka.

Yang menarik dalam kasus Kumbang adalah kontras antara perbuatan kriminal yang
dilakukannya dengan kepribadiannya yang sangat beragama dan peduli dengan orang lain.
Meskipun berada dalam masa penahanan,Kumbang menggunakan waktunya untuk berbagi
pengetahuan agamanya kepada rekan-rekan sesama tahanan, mengajar mereka mengaji,
dan mengajak mereka untuk beribadah.Hal ini mencerminkan betapa pentingnya
pertimbangan masa depan anak dalam penanganan kasus semacam ini. Walaupun Kumbang
terlibat dalam tindak pidana narkotika, ia juga seharusnya dilihat sebagai korban, terutama
dari perilaku buruk ayahnya yang memaksa anaknya untuk mencoba narkoba.

Berdasarkan UU SPPA, penegakan hukum pidana terhadap anak seharusnya
memprioritaskan pertimbangan mengenai masa depan mereka. Sebaiknya, anak-anak yang
terlibat dalam tindak pidana seharusnya dihindari dari hukuman penjara sejauh yang
memungkinkan. Hal ini karena hukuman penjaa pada anak-anak dapat mengakibatkan
stigmatisasi negatif yang berat,yang pada gilirannya dapat menghambat pemulihan mereka
dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

SPPA menekankan signifikansi penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif
merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan
seluruh pihak yang terlibat dengan tujuan mencari solusi yang adil,dengan penekanan pada
pemulihan daripada hukuman. Penyelesaian yang optimal dicapai melalui proses
musyawarah antara semua pihak terlibat untuk menemukan
solusi atas masalah tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sangat memperhatikan perbedaan dalam
penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum dibandingkan dengan penanganan
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orang dewasa. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak belum mencapai
tingkat kematangan mental dan fisik yang sama dengan orang dewasa. Karena itu, mereka
memiliki kemampuan yang berbeda dalam bertindak dan memikul tanggung jawab atas
tindakan mereka.

Konsep diversi menjadi elemen kunci dalam SPPA dan membedakannya dengan
penanganan orang dewasa. Diversi adalah upaya penyelesaian perkara anak yang
mengalihkan prosesnya dari peradilan pidana konvensional ke mekanisme alternatif di luar
peradilan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan situasi
daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks SPPA, proses diversi melibatkan
berbagai pihak yang terkait, seperti pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau
hakim. Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang adil dengan melibatkan
semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan
pihak terkait lainnya. Dalam proses diversi, lebih ditekankan pada pemulihan dan
pembinaan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini mencakup memberikan
bimbingan,rehabilitasi, serta peluang untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus
melalui proses peradilan yang berat. Fokusnya adalah mengembalikan situasi kepada
keadaan semula dan mencegah anak-anak terperangkap dalam sistem pidana yang dapat
merusak masa depan mereka. Dengan demikian, pendekatan SPPA dengan konsep diversi
sangat berbeda dari penanganan kasus orang dewasakarena lebih menekankan pada
pemulihan, pembinaan, dan perlindungan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.
Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus anak dari pross peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana dengan maksud:

Menciptakan harmoni antara korban dan anak;

Mengakhiri kasus anak tanpa melalui peradilan;

c.Mencegah anak dari pengurungan;

Memotivasi masyarakat untuk berperan aktif; dan

e.Menanamkan rasa bertanggung jawab kepada anak.
Dlver51 adalah sebuah pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana
anak (SPPA) karena menawarkan alternatif yang damai daam menyelesaikan kasus yang
melibatkan anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversi ini melibatkan
berbagai pihak, termasuk anak yang bersangkutan, korban, keluarga anak, serta masyarakat
yang lebih luas.Salah satu aspek penting adalah melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, seperti pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau bahkan hakim,
untuk memfasilitasi proses diversi. Namun, proses diversi tidak semata-mata
mengandalkan keputusan para profesional hukum. Yang juga sangat penting adalah
persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban anak. Ini berarti bahwa sebelum kasus
dikirim ke jalur diversi, semua pihak yang terlibat perlu diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pandangan mereka. Selain itu, persetujuan mereka juga menjadi faktor
kunci dalam menentukan apakah diversi akan diterapkan atau tidak. Hal ini sejalan dengan
prinsip-prinsip SPPA yang menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan
berfokus pada pemulihan daripada hukuman. Dalam kasus diversi, fokusnya adalah untuk
mencapai solusi yang adil dan memulihkan situasi daripada hanya memberikan hukuman.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan persetujuan dari semua pihak yang
terlibat, proses diversi diharapkan dapat mencapai tujuan ini dengan lebih baik. Terkecuali
untuk:
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Kasus tindak pidana yang berupa pelanggaran;

Kasus tindak pidana yang dianggap ringan;

Kasus tindak pidana yang tidak melibatkan korban; atau

Jika kerugian yang diderita oleh korban tidak melebihi nilai upah minimum yang
berlaku di provinsi setempat.

SPPA menyatakan bahwa proses diversi harus diterapkan pada seluruh tahap dalam
proses pemeriksaan, termasuk ketika sedang berlangsung penyelidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.Prosedur diversi ini digunakan dalam
kasus-kasus di mana anak dituduh melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman
penjara kurang dari 7 tahun, selama tidak melibatkan pengulangan tindak pidana, serta
melibatkan anak yang usianya 12 tahun ke atas.

Apabila diversi tidak mencapai kesepakatan atau tidak diterapkan, maka kasus anak
yang terlibat dalam proses pidana akan mengikuti prosedur formal sesuai dengan ketentuan
yang terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mengenai kasus
Kumbang yang diduga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan berpotensi mendapatkan hukuman penjara maksimal empat tahun, ada
beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Jenis tindak pidana;

b. Usia anak;

c. Hasil penilaian sosial dari Badan Pembinaan Masyarakat (Bapas);
d. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat;

Ketika kasus Kumbang, yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum terkait
narkotika, dipertimbangkan oleh penyidik, rekomendasi dari Badan Pembinaan Masyarakat
(Bapas) menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Setelah mempertimbangkan
rekomendasi tersebut, penyidik memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan diversi dalam
kasus Kumbang. Langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan
untuk mendapatkan persetujuan resmi terhadap keputusan diversi dalam kasus tersebut.

Penerapan diversi dalam kasus seperti Kumbang memiliki tujuan yang sangat penting,
yaitu mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum.
Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman
semata. Dengan menerapkan diversi, sistem peradilan pidana anak berusaha untuk
memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk
memperbaiki perilaku mereka tanpa harus mengalami stigma dan konsekuensi berat dari
sistem peradilan pidana konvensional. Hal ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih
peduli terhadap masa depan anak. Dengan memberikan kesempatan kepada anak seperti
Kumbang untuk berubah dan mendapatkan bimbingan serta rehabilitasi yang mereka
butuhkan, diharapkan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih
baik dan tidak terbebani oleh label negatif sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian,
penerapan diversi dalam kasus seperti ini menjadi langkah yang sejalan dengan prinsip-
prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Dalam pemahaman umum, ada kekhawatiran bahwa menggunakan diversi dalam
penanganan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum mungkin tidak memberikan efek
jera yang cukup. Ini bisa disebabkan oleh anggapan bahwa diversi adalah bentuk
penghindaran hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana. Namun, penting untuk
diingat bahwa diversi adalah mekanisme yang dirancang untuk menghadapi kasus anak
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dengan pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif daripada hanya memberikan
hukuman.

Penting untuk dicatat bahwa diversi memiliki batasan dan tidak berlaku untuk
tindakan pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, dan
tindakan terorisme yang berpotensi dihukum dengan pidana di atas 7(tujuh) tahun penjara.
Oleh karena itu, diversi digunakan untuk kasus-kasus yang masuk dalam kategori
pelanggaran yang memiliki potensi pemulihan dan rehabilitasi. Selain itu, diversi juga
tunduk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan pengambilan keputusan mengenai
penerapan diversi melibatkan pertimbangan yang cermat dari berbagai pihak, termasuk
penyidik, Badan Pembinaan Masyarakat (Bapas), dan pengadilan. Tujuan utama dari diversi
adalah memberikan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum kesempatan untuk
memperbaiki perilaku mereka dan memulihkan diri tanpa harus melalui proses peradilan
pidana yang berat. Selanjutnya, penting juga untuk melibatkan keluarga dan masyarakat
dalam proses diversi. Mereka memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan khusus
dan pengawasan terhadap anak yang terlibat.Ini bukan hanya untuk memastikan bahwa
anak tersebut tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan, tetapi juga untuk
membantu anak membangun kembali masa depannya dengan cara yang lebih positif.
Dengan demikian, diversi bukan sekadar penghindaran hukuman, tetapi lebih kepada upaya
pemulihan dan pembangunan masa depan anak yang lebih baik.

Perbedaan antara diversi dan proses peradilan pidana formal dalam menangani
pelaku kejahatan di bawah umur memiliki implikasi yang signifikan dalam pendekatan
terhadap kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Pertama, dalam hal tujuan, peradilan pidana formal lebih berfokus pada hukuman
sebagai upaya pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku.
Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan dalam arti
tradisional. Di sisi lain, diversi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan
menghindari konsekuensi negatif yang dapat melekat pada pelaku kejahatan, terutama
dalam hal stigmatisasi kriminogenik. Diversi lebih fokus pada pemulihan dan perbaikan
perilaku pelaku, serta mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan kesejahteraan
keluarga pelaku. Dalam hal proses,peradilan pidana formal melibatkan serangkaian tahap
pengadilan yang melibatkan jaksa, hakim, dan sidang pengadilan. Dalam diversi,
pendekatan lebih kolaboratif dan fleksibel, melibatkan berbagai pihak seperti pembimbing
kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Kesepakatan yang dicapai dalam diversi
perlu mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban anak,menciptakan
proses yang lebih inklusif. Dalam hal sanksi, peradilan pidana formal dapat mengakibatkan
hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi.Dalam diversi,sanksi yang diberikan
lebih berorientasi pada program berbasis masyarakat yang bertujuan membimbing dan
mendidik pelaku kejahatan untuk mengubah perilaku mereka. Pendekatan ini lebih bersifat
mendukung dan preventif daripada punitif. Dalam hal fokus, peradilan pidana formal
menitikberatkan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.Di sisi lain,
diversi lebih fokus pada pemulihan situasi dan mencari penyelesaian yang adil bagi semua
pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar dalam pendekatan, dengan
diversi lebih memperhatikan pemahaman mendalam tentang akar masalah dan upaya
pemulihan, bukan hanya hukuman.

Pentingnya mempertimbangkan masa depan anak saat menangani kasus kenakalan
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remaja tidak hanya melibatkan perhatian terhadap individu tersebut tetapi juga dampaknya
pada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.Remaja adalah tahap
perkembangan yang rentan, di mana karakter mereka sedang dalam proses pembentukan.
Dengan memperhatikan masa depan mereka, kita dapat membantu memandu mereka
menuju jalan yang benar. Ini melibatkan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai positif
seperti empati, integritas, dan tanggung jawab. Jika anak-anak ini melihat bahwa
masyarakat dan sistem hukum memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri,
mereka lebih mungkin untuk memilih jalur yang positif. Kenakalan remaja seringkali
menyebabkan gangguan dalam pendidikan mereka. Masa depan anak-anak ini terkait erat
dengan pendidikan mereka. Jika mereka diberikan dukungan untuk mengatasi hambatan
ini, seperti pelatihan tambahan atau bimbingan belajar, mereka dapat terus melanjutkan
pendidikan mereka dan menghindari kesenjangan pendidikan yang dapat menghambat
masa depan mereka.

Dalam proses formal peradilan pidana, anak-anak dapat mendapatkan catatan
kriminal yang merusak reputasi mereka. Ini bisa menjadi beban berat yang sulit dihapus di
masa depan dan dapat menghambat akses mereka ke pekerjaan atau pendidikan. Dengan
mengalihkan mereka ke dalam program diversi yang mempertimbangkan masa depan, kita
dapat membantu mereka menghindari stigma ini. Pemikiran jangka panjang juga penting
karena masa depan anak terkait erat dengan peluang pekerjaan mereka. Melalui bimbingan
dan pelatihan, anak-anak yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja dapat
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.
Ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara individu tetapi juga menguntungkan
masyarakat dengan menciptakan lebih banyak individu yang produktif secara
ekonomi.Proses rehabilitasi dan perubahan perilaku membutuhkan waktu. Dengan
mempertimbangkan masa depan anak, kita memberikan dukungan yang diperlukan untuk
pemulihan mereka. Ini melibatkan bimbingan, perawatan, dan pendekatan holistik yang
membantu mereka mengatasi akar masalah yang menyebabkan perilaku kenakalan remaja.
Jadi, mempertimbangkan masa depan anak saat menangani kasus kenakalan remaja adalah
investasi jangka panjang yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih
aman,produktif, dan penuh harapan, sambil memberikan anak-anak yang terlibat
kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Komite sekolah dan guru mempunyai peran dalam dunia pendidikan. Dengan adanya
permasalahan yang dihadapi remaja dan pemberdayaan Komite diharapkan anak yang
bermasalah dengan hukum dapat tetap melanjutkan Pendidikan dan mempunyai masa
depan yang panjang dan tidak merusak mental anak itu sendiri. Metode pendekatan tersebut
bisa dengan proses inventarisasi, sosialisasi pemahaman hukum, pembentukan tim diversi,
pelaksanaan strategi diversi, monitoring.
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